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PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Drh
ZARE DY 2
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: -, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian

Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat,
Provinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran
Hunipopu pada tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor
58/Pdt.G/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
Pada Tanggal 24 Desember 2013 dicatat oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seram Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 03
Februari 2014, Seri : BE;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di
Dusun Waeyoho Desa Kawa;

3. Bahwa sebab-sebab Pemohon ingin menceraikan Termohon antara lain :
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang sudah menikah selama
lebih dari 4 (empat) tahun tapi belum juga memiliki keturunan;

- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sama-sama
sepakat untuk berpisah;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan keluarga
Termohon, Pemohon telah membayar uang sebesar Rp. 5.000.000.00,
(lima juta rupiah) kepada keluarga Termohon apabila bercerai dengan
Termohon;

- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang
bernama Zainal pada Tahun 2018;

4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon langsung

mengajukan percerain di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama - Nomor - Tanggal 29 Maret
2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai (bukti P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 3 Februari 2014, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P2);

B. Saksi:
1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
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-Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tahun 2013;

-Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

-Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak.;

-Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan
Termohon telah diselesaikan secara adat, dan Pemohon telah
membayar denda adat kepada keluarga Termohon sebesar
Rp5.000.00,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
dapat bersatu lagi karena Termohon saat ini sudah menikah dengan
lelaki lain;

2. Saksi 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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-Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tahun 2013;

-Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

-Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak.;

-Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan
Termohon telah diselesaikan secara adat, dan Pemohon telah
membayar denda adat kepada keluarga Termohon sebesar
Rp5.000.00,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
dapat bersatu lagi karena Termohon saat ini sudah menikah dengan
lelaki lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini
harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para
pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di

dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
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maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang
dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip
mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi
bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari
kebohongan—-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim
berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah
mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Rbg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon
kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu agar diberi izin untuk menjatukan
talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan semula rumah tangga
Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Tahun 2017 keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena selama
menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi surat keterangan KTP atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan
aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya
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Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten
Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa
Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram
Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal
49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara
hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nhazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan
Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo
Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan
Termohon menikah pada tanggal 22 Februari 2021, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,
maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2021, dan
ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak (legitima persona stand in judicio) dalam perkara, dan karenanya
Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis,
keterangan para saksi, bukti pengakuan dan sumpah pelengkap, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 24 Desember 2013 dan selama perkawinan belum dikaruniai
anak;

2. Bahwa sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena selama
menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017
sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

4. Bahwa, permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah
diselesaikan secara adat, dan Pemohon telah membayar denda adat kepada
keluarga Termohon sebesar Rp5.000.00,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
dapat bersatu lagi;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena
Termohon saat ini sudah menikah dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar
Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;
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Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur—unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta—fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon

dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
karena selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

yang mengakibatkan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan pihak keluarga kedua
belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat
kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil, karena dan Termohon telah menikah dengan Lelaki lain dengan

demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal
persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan
demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno
Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesa Nomor 04 Tahun 2014 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya

menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan
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menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage)
dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami
dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di
antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak
meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah

ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk
dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf
@,

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga
Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal
yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya
bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar
keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan,
sebagaimana petunjuk syar’i di dalam Kitab Al-Fighiyatul Islamiyah wa
Adillatuhu Juz VIl halaman 527 yang berbunyi :

22 g L 4 gl Bl manali Y (Sng 01 Al lada ) pall o Sl 5 il
Artinya: “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau
adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan,
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sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak

akan merupakan neraka dan bencana”

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan
Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan
yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum
Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak
tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat
yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan
pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah
fighiyah yaitu : . ) .
lagid) (had ) ) a2 jlad 12
Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudhorat, maka

harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudhorat”

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum
daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam
keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat
yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus
dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah

Aladl Qs e atie auldall ¢ )
Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan
pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

il il ale Bl lgn g lda s il dd ) pre S0 O
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Artinya : “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka

hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka
tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam
lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepadaPemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran
Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Faisal,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia
Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad
Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H. Faisal, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Muhammad Faisal, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 75.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H
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